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 Abstract : Information Tecnology can be done in various 
ways, one of which is through the internet which can be 
used anywhere and anytime using the internet network. 
Suprime Court of Republic of Indonesia through the 
Finance Bireau issued E-Bima application. The E-Bima 
application is a system built to monitor and supervise the 
implementation of the budget and money deposited by 
third parties by the first court, high court, the echelon 
one, and the institutional level within the supreme court 
of the Republic of Indonesia. Researchers get the results 
if E-Bima application can provide clear and detail 
information in the context of monitoring and supervise 
of the budget in General Court of Supreme Court cf the 
Republic of Indonesia. 
 
Keywords : E-Bima, Information technology, Monitoring 
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Abstrak : Teknologi informasi bisa dilakukan dengan 
berbagai cara. Salah satunya melalui internet yang dapat 
digunakan dimanapun dan kapanpun menggunakan 
jaringan internet. Mahkamah Agung melalui Biro 
Keuangan menciptakan suatu aplikasi E-Bima. Aplikasi 
E-Bima merupakan suatu system yang dibangun untuk 
melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan 
anggaran dan uang titipan pihak ketiga oleh satker 
tingkat pertama, tingkat banding, tingkat unit eselon 1 
dan tingkat lembaga di Lingkungan Mahkamah Agung 
RI. Peneliti mendapatkan hasil penelitian yakni dengan 
aplikasi E-Bima dapat memberikan informasi secara jelas 
dan rinci dalam rangka monitong dan pengawasan 
anggaran di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah 
Agung RI. 
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PENDAHULUAN  
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa Sistem Informasi memegan peranan penting dalam 

upaya untuk mewujudkan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (good government 
governance) sebagaimana yang telah dikembangkan dan dimanfaatkan di berbagai sector privat. 
Pemerintah berupaya menyelaraskan layanan public dan kemampuan teknologi dalam bentuk 
penerapan layanan elektronik atau e-government. Dalam bidang keuangan negara, e-
government diwujudkan dalam bentuk Integrated Financial Management Information System 
(IFMIS). Implementasi IFMIS bertujuan mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat system 
penggunan manual atau system yang terpisah-pisah dalam pengelolaan anggaran dan proses 
akuntansinya. Permasalahan-permasalahan tersebut menurut Diamond dan Khemani (2005) 
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meliputi ketidakandalan dan keterlambatan data pendapatan dan belanja dalam perencanaan, 
pengawasan, dan pelaporan anggaran serta pengendalian belanja yang berdampak buruk 
terhadap pengelolaan anggaran secara keseluruhan. Pemerintah berkewajiban menyediakan 
informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. 
Untuk mewujudkannya, diperlukan system informasi yang andal. Jika system informasi akuntansi 
yang dimiliki masih lemah, kualitas informasi yang dihasilkan dari system tersebut juga kurang 
andal (Latifah dan Sabeni, 2007) 

Sebagai upaya untuk mewujudkan tuntutan tersebut, Mahkamah Agung melalui Biro 
Keuangan telah mengembangkan system aplikasi terintegrasi yang di implementasikan pada 
seluruh satuan kerja (satker) pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat Eselon 1 
diantaranya di lingkungan peradilan umum yang berjumlah 413 satuan kerja (satker) yang 
terdiri dari 1 eselon, 30 Pengadilan Tingkat Banding dan 380 Pengadilan tingkat pertama.  
Latar belakang dibuat nya Aplikasi E-Bima berawal  dari banyaknya permasalahan terkait 
pengumpulan data dan realisasi anggaran yang dibuat secara manual oleh satuan kerja tingkat 
pertama maupun tingkat banding, sehingga diperlukan alat monitor realisasi realiasi anggaran, 
pagu minus dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik dapat 
diakses melalui web dengan membuka browser (mozilla firefox/chrome), dengan mengetik 
alamat https://www.e-bima.mahkamahagung.go.id sehingga dapat mewujudkan transparansi 
dalam pengelolaan anggaran. 

Gambar 1: Halaman Depan E-Bima 
 
Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan, lamaran, penggunaan, 

secara istilah aplikasi adalah program atau software siap pakai yang di rekayasa/dirancang 
untuk melaksanakan suatu fungsi pengguna atau aplikasi lain yang dapat digunakan oleh 
sasaran yang dituju (Ghozali Iman, 2012:12) 

Menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah 
keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan 
sumber daya public kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Transparansi akan 
memberikan dampak positif di dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan 
pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga control masyarakat terhadap pemerintah 
akan berjalan efektif. 

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksana fungsi -fungsi pemerintah dalam 
menjalankan mandat dari rakyat, dengan adanya transparansi kebohongan sulit untuk di 
lakukan. Transparansi berarti terbuka nya akses bagi setiap pihak yang berkepentingan terhadap 
berbagai informasi seperti pengelolaan anggaran yang dapat diakses.  

Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji 
dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan apa 
yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan 
membayar biaya-biaya tersebut (Dobell & Ulrich, 2002). Penganggaran terbagi ke dalam empat 
tahapan, yaitu executive planning, legislative approval, executive implementation, dan ex post 
accountability. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan 

https://www.e-bima.mahkamahagung.go.id/


 

 

 

 

Purba et al. 10.55681/armada.v2i1.1122 

 

Transparansi Pengelolaan Anggaran Melalui Aplikasi E-Bima (Electronic Budgeting Implementation 
Monitoring and Accountability) di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI … 

|   31 

 

 

 

 

politik anggaran paling mendominasi, sementara pada (dua) tahap terakhir hanya melibatkan 
birokrasi sebagai agent (Von Hagen, 2000). 

Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output 
organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap Visi, Misi dan Rencana Strategis organisasi. 
Anggaran Berbasis Kinerja yaitu mengalokasikan sumberdaya pada program bukan pada unit 
organisasi semata dan memakai output measurement sebagai indikator kinerja organisasi 
(Bastian, 2006). 

Tahapan anggaran yang dikenal dengan siklus anggaran menurut Mardiasmo (2009:70) 
terdiri dari empat tahap yang meliputi: 

a. Tahap persiapan anggaran (preparation). 
Dalam tahan ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar pendapatan yang tersedia. 

b. Tahap Ratifikasi (approval/ratification) anggaran. 
Tahap ini melibatkan proses politik. Pada tahap ini pimpinan eksekutif harus memiliki 
managerial skill serta political skill juga salesmanship dan mempunyai kemampuan untuk 
menjawab dan membeberkan argumen yang rasional atas segala bantahan dari pihak 
legislatif. 

c. Tahap Pelaksanaan Anggaran (approval/ratification). 
d. Tahap ini memiliki sistem informasi dan sistem pengendalian manejemen. Manajer 

Keuangan dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab untuk menciptakan 
sistem akuntansi dalam hal pelaksanaan anggaran yang memadai dan handal. 

e. Tahap pelaporan dan Evaluasi Anggaran (reporting & evaluation).  
f. Tahap ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Bila tahap pelaksanaan telah didukung 

dengan sistem yang pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan pada tahap ini 
akan banyak menemui masalah. 

 
Dari latar belakang yang telah dijabarkan penulis, maka penulis tertarik mengkaji 

“Transparansi Pengelolaan Anggaran melalui Aplikasi E-Bima (Electronic Budgeting 
Implementation Monitoring and Accountability) di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah 
Agung RI” 
 
METODE PENELITIAN  

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan 
cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan 
prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya 
penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan 
terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini 
menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan 
hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian 
tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Aplikasi E-Bima berbasis web mempunyai fitur sebagai berikut: 

• Pagu alokasi anggaran  
Dengan fitur ini satuan kerja dapat memantau kondisi pagu termuktahir saat ini atau 
real time yang langsung terkoneksi dengan aplikasi satu DJA serta terkoneksi juga 
dengan aplikasi SAKTI 

• Realisasi DIPA 
Fitur ini menyajikan data realisasi DIPA secara berjenjang seluruh satuan kerja 
pengadilan yang berguna untuk memonitoring yang bersumber dari aplikasi OMSPAN 
Kemenkeu RI 

• Realisasi PNBP 
Merupakan sarana untuk memonitoring PNBP secara real-time dan valid. 

• Capaian Kinerja 
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E-Bima menjadi jembatan bagi seluruh pengadilan, khususnya satuan kerja tingkat 
banding untuk dapat memonitor capaian kinerja dari seluruh pengadilan tingkat 
pertama di wilayah hukumnya dan terkoneksi dengan aplikasi SMART 

• Perbendaharaan 
Fitur ini menyajikan data pertanggungjawaban UP secara berjenjang. Selain itu, fitur 
ini mampu memonitoring berita acara penutupan kas. Data yang disajikan akurat 
karena terhubung dengan aplikasi SAS 

• Keuangan Perkara  
Sebelum E-Bima, rekapitulasi keuangan belum menggambarkan yang sebenarnya. 
Sebagai gambaran, rekapitulasi keuangan perkara elektronik saat ini digunakan hanya 
memfasilitasi 3 buku keuangan perkara saja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2: Tampilan Login 
 

TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI E-Bima 
Masukkan username dan password yang telah di miliki setiap satuan kerja (satker), jika 

username dan password benar maka akan muncul menu dashboard seperti gambar dibawah: 
 

 
Gambar 3: Halaman dashboard E-Bima 

 
Halaman dashboard menampilkan informasi pagu, realisasi dan sisa pagu. Dari dashboard 

diatas menunjukkan bahwa realisasi di Lingkungan Peradilan Umum masih sebesar 90,09 % 
(data per 12 Desember 2021) 

Pada menu pagu alokasi DIPA terdapat beberapa menu:  
a. Belanja Pegawai  
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Sub menu belanja pegawai digunakan untuk melihat data belanja pegawai berdasarkan 
total detail pagu belanja pegawai sepeti dapat dilihat gambar dibawah ini  
 

 
Gambar 4: Halaman belanja pegawai 

b. Belanja Barang 
Sub menu belanja barang digunakan untuk melihat data belanja barang berdasarkan 
total detail pagu belanja barang seperti dapat dilihat gambar dibawah ini 

 
Gambar 5: Halaman Belanja Barang 

c. Belanja Modal 
Sub menu belanja modal digunakan untuk melihat data belanja modal berdasarkan total 
detail pagu belanja modal seperti dapat dilihat gambar dibawah ini: 
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Gambar 6: Halaman Belanja Modal 

 
Pada menu realisasi DIPA terdiri dari beberapa menu: 
a. Realisasi Per Satker 

Menu ini menampilkan data pagu anggaran, nilai realisasi dan sisa pagu per satuan 
kerja seperti gambar dibawah ini: 

Gambar 7: Halaman realisasi per satker 
 
b. Realisasi per akun 

Menu ini digunakan untuk menampilkan data pagu anggaran, nilai realisasi dan sisa 
pagu per akun yang ada pada satker  

c. Sisa Pagu Belanja Pembangunan Gedung 
Menu ini digunakan untuk menampilkan sisa pagu pembangunan Gedung yang ada 
pada satker. 

 
Pada menu realisasi PNBP terdapat beberapa menu diantaranya: 
a. Realisasi Per satker 

Menu ini menggambarkan data pagu anggaran, nilai realisasi, dan sisa pagu per satuan 
kerja berdasarkan PNBP, seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar 8: Halaman realisasi per satker berdasarkan PNBP 
 

b. Realisasi Per Akun 
Menu ini menampilkan nilai estimasi PNBP, nilai realisasi PNBP, dan sisa target PNBP 
setiap satuan kerja per akun berdasarkan PNBP seperti gambar berikut: 

Gambar 9: Halaman realisasi PNBP per akun 
 
c. Transaksi dalam proses  

Menu ini menampilkan transaksi dalam konfirmasi (TDK) PNBP satuan kerja yang 
bersumber dari aplikasi SPAN Kementerian Keuangan. 

 
Pada Menu capaian kinerja menampilkan data capaian satuan kerja yang bersumber dari 

aplikasi SMART Kementerian Keuangan seperti yang di lihat pada gambar sebagai berikut: 
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Gambar 10: Halaman capaian kinerja SMART 
 
 Pada menu perbendaharaan menampilkan monitoring Kwintansi UP yang dapat 

digunakan untuk memonitoring pengunaan anggaran berdasarkan kuintansi yang dimiliki 
satker. Seperti gambar dibawah ini: 

 

 
Gambar 11: Halaman Monitoring UP 

 
 Sedangkan pada menu keuangan perkara digunakan untuk pemeriksaan terhadap buku 

keuangan perkara secara insidentil, seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar 12: Pemeriksaan Keuangan Perkara 

 
Aplikasi E-Bima dibuat oleh Biro Keuangan dan Tim IT di Lingkungan Mahkamah Agung 

dengan biaya bersumber dari DIPA Mahkamah Agung. Penerapan aplikasi ini di Lingkungan 
Peradilan Umum diharapkan dapat membantu pimpinan satuan kerja di Lingkungan Peradilan 
Umum dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan. 

 Berdasarkan hasil kajian yang diperoleh penulis dari aplikasi ini dapat dihasilkan: 
1. Terwujudya tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel karena terintegrasi dengan 

berbagai aplikasi yang ada di Kementerian Keuangan seperti Aplikasi Satu DJA, SMART 
dan SAS 

2. Militasi laporan keuangan untuk mengurangi berbagai resiko dalam pelaporan keuangan 
yang tidak sesuai dengan standar pelaporan 

 
Sebagai dasar bagi pimpinan dalam menerapkan penilaian kinerja pengelolaan anggaran 

berbasis reward dan punishment 
 
KESIMPULAN 

Aplikasi E-Bima merupakan aplikasi berbasis web dan juga sudah dapat di gunakan di 
android yang di rancang oleh Biro Keuangan dan Tim IT Mahkamah Agung yang bertujuan 
untuk meningkatkan pengelolaan anggaran di Mahkamah Agung termasuk di Lingkungan 
Peradilan Umum sehingga pengelolaan anggaran dapat lebih transparan, efektif dan efesien.  

Kekurangan aplikasi ini dilihat perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif kepada para 
pengelola keuangan termasuk pimpinan pengadilan dikarenakan aplikasi e-Bima merupakan 
aplikasi baru yang dilaunching bulan Oktober 2021. Disamping itu internet yang tidak stabil 
menjadi salah satu masalah dalam pengoperasian aplikasi ini. Oleh sebab itu diperlukan suatu 
alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Selain perawatan sangat diperlukan secara berkala 
untuk meningkatkan  performance jaringan dan kedepannya diharapkan terus dilakukan 
pengembangan seperti dengan aplikasi ini dapat memperlihatkan temuan pemeriksaan yang 
terjadi di Lingkungan Peradilan Umum. 
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